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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI DAIRI,

bahwa di dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dairi, perlu dilakukan perubahan perihal Nilai Satuan
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai
Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2689);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 276,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




10.

11.

12.

13.

14.

5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4073);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status,
dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; |

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007
tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah;




Menetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi 23
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Barang Milik Daerah di Lingkungan " Pemerintah
Kabupaten Dairi, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

(1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru
yang dapat menambah nilai aset tetap atau
penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembahan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi

(2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap
Golongan dan Bidang Barang Milik Daerah sebagai
berikut :




No Golongan dan Bidang Barang | Nilai Satuan
Milik Daerah Minimum
Kapitalisasi
Aset Tetap
1 Peralatan dan Mesin, terdiri
atas :
1.1 Alat-Alat Besar 2 300.000,00
1.2 Alat-Alat Angkutan 2 300.000,00
1.3 Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur 2 300.000,00
1.4 Alat-alat Pertanian > 300.000,00
1.5 Alat-alat Kantor dan Rumah |2 300.000,00
Tangga
1.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 2 300.000,00
1.7 Alat-alat Kedokteran
Alat Kedokteran 2 100.000,00
Alat Kesehatan = 300.000,00
1.8 Alat-alat Laboratorium = 100.000,00
1.9 Alat-alat Persenjataan/Keamanan | = 300.000,00
2 Gedung dan Bangunan 2 10.00.000,00
3 Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :
3.1 Buku dan Perpustakaan 2 20.000,00
3.2 Barang Bercorak 2 1.500.000,00
Kesenian /Kebudayaan
3.3 Alat Olahraga Lainnya 2 1.500.000,00
3.4 Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Hewan Ternak :
- Ternak Kecil 2 1.000.000,00
- Ternak Besar 2 1.000.000,00
- Aneka Ternak/Unggas = 1.000.000,00
3.5 Ikan :

- Induk Ikan Lele

2 1.000.000,00

- Ikan Gurame

2 1.000.000,00

- Ikan Tawes

= 1.000.000,00

- Ikan Patin 2 1.000.000,00
- Ikan Nila 2 1.000.000,00
- Ikan Koi 2 1.000.000,00
- lkan Mas 2 1.000.000,00
- Ikan Lou Han 2 1.000.000,00
- Ikan Lainnya = 1.000.000,00
Tumbuhan 2 1.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati

Daerah Kabupaten Dairi.

ini

memerintahkan

dalam Berita




Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI DAIR],

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

—~,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006




